
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024 

BIDANG PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH (BPPKAD KAB. PONOROGO) 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan 

bertanggung jawab, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari 

retribusi daerah.  

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terencana 

dan berkesinambungan guna memastikan pengelolaan retribusi daerah telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan 

dan pembinaan pengelolaan retribusi daerah adalah rekonsiliasi penerimaan retribusi 

daerah antara SKPD pemungut dengan Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah.  

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

4. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan 

Retribusi Daerah. 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk memberikan arahan, 

bimbingan, serta evaluasi terhadap pengelolaan retribusi daerah. 

Tujuannya adalah: 

1. Menilai tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan retribusi. 

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah. 

3. Mengidentifikasi permasalahan dan risiko pengelolaan retribusi. 

 

D. Waktu dan Tempat 

Rekonsiliasi dilaksanakan pada setiap awal bulan yang  melibatkan antara bendahara 

penerimaan pada masing-masing SKPD pemungut dengan tim rekonsiliasi dari Bidang 



Pengendalian Pendapatan dan dilakukan di Ruang/Kantor Bidang Pengendalian 

Pendapatan. 

E. Tahapan Pelaksanaan 

1. Persiapan Rekonsiliasi dengan melakukan koordinasi dan pengumpulan data. 

2. Pencocokan data antara penerimaan dari SKPD pemungut dengan penerimaan pada 

Bidang Pengendalian Pendapatan. 

3. Klarifikasi dan pembahasan hasil pencocokan data. 

4. Penetapan hasil rekonsiliasi. 

5. Tidak lanjut hasil rekonsiliasi. 

F. Kesimpulan 

Hasil rekonsiliasi menunjukkan bahwa secara umum sudah sesuai antara data penerimaan 

yang dicatat oleh SKPD pemungut dengan data penerimaan pada Bidang Pengendalian 

Pendapatan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa perbedaan data yaitu selisih 

nominal penerimaan pada periode tertentu yang disebabkan oleh penyetoran yang belum 

dilaporkan sehingga tidak tercatat pada laporan penerimaan pada Bidang Pengendalian 

Pendapatan. 

  



Lampiran : Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 

1. Berita Acara 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dokumentasi 

 
 

 
 

 



 
 

 

 


